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PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk mendukung kesinambungan perencanaan
pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan umum
kepala daerah secara nasional pada tahun 2024 sesuai
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Berakhir pada Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2025-2026 dengan
Peraturan Gubernur;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025 -2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-

2026.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pedoman
Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah,
Rencana Kerja Perangkat Daerah  serta dokumen
perencanaan pembangunan lainnya pada periode tahun 2025
sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Sistematika Rencana Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dart:

BAB I : PENDAHULUAN.

BABII : GAMBARAN UMUM

BABIII : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.
BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.
BABV : TUJUAN DAN SASARAN.

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN
PROGRAM PRIORITAS.

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN
DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH.
BAB IX : PENUTUP

(2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur
ini.



Pasal 3

Rencana Pembangunan Daerah digunakan oleh Penjabat
Gubernur sebagai pedoman  untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2026.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Jarkeri

GUBERNUR RIAU,

laTalal.
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EDY-NASUTION
Diundangkan di Pekafibaru

}_){_i{'.{él 1_angga] 31 Januari --24
SEKRETARIS DARRAH PROVINSI RIAU, 3
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S¥MARIYANTO
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR: 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
H EPALA BIRO HUKUM,
@,
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